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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Identitas Kependudukan 

Digital (IKD) di Jakarta pada tahun 2022-2024. Dalam era digital yang berkembang pesat, 

teknologi telah mengubah cara pemerintah memberikan layanan publik. Program IKD ini 

diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas layanan administrasi 

kependudukan. Namun, meskipun kebijakan ini menawarkan banyak manfaat, tantangan 

seperti keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital masyarakat, serta 

kesenjangan data antar instansi masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan analisis 

dokumentasi. Fokus utama penelitian adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan 

ini dapat meningkatkan kualitas layanan administrasi, tantangan yang muncul selama 

implementasi, dan rekomendasi untuk perbaikan. Penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan, termasuk komunikasi antar instansi, ketersediaan 

sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi yang ada. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa meskipun kebijakan IKD memiliki potensi besar untuk meningkatkan 

efisiensi pelayanan publik, implementasinya masih terkendala oleh berbagai masalah, seperti 

kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, masalah akses teknologi di daerah-daerah tertentu, 

dan masalah koordinasi antar lembaga pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan komunikasi, 

penyempurnaan infrastruktur digital, dan peningkatan kemampuan pelaksana kebijakan sangat 

diperlukan untuk memastikan kesuksesan kebijakan IKD di masa depan. 

 

Kata Kunci: Identitas Kependudukan Digital, Layanan Publik, Implementasi Kebijakan, 

Infrastruktur Digital, Koordinasi Antar Instansi. 

Abstract 

 

This study aims to analyze the implementation of the Digital Population Identity (IKD) policy 

in Jakarta from 2022 to 2024. In the rapidly advancing digital era, technology has transformed 

the way the government provides public services. The IKD program is expected to improve the 

efficiency, accuracy, and accessibility of population administration services. However, despite 

the numerous benefits the policy offers, challenges such as limited digital infrastructure, low 

digital literacy among the public, and data discrepancies between agencies remain significant 

barriers. This research adopts a qualitative approach, gathering data through interviews and 

document analysis. The primary focus of the study is to identify the extent to which this policy 

can enhance the quality of administrative services, the challenges encountered during its 

implementation, and recommendations for improvement. The study also examines factors 

influencing the policy's success, including inter-agency communication, resource availability, 

implementer disposition, and the existing bureaucratic structure. The results indicate that 

while the IKD policy has great potential to improve public service efficiency, its 

implementation faces several issues, such as insufficient public outreach, technology access 

challenges in certain areas, and coordination problems between government agencies. 

Therefore, improving communication, refining digital infrastructure, and enhancing the 

capabilities of policy implementers are crucial to ensuring the future success of the IKD policy. 

 

Keywords: Digital Population Identity, Public Services, Policy Implementation, Digital 

Infrastructure, Inter-Agency Coordination. 
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